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A. IDENTITAS USULAN
	Judul Penelitian
	Budaya Politik Gorontalo Dan Representasi Gender Dalam Politik Lokal: Perspektif Feminist Political Ecology Dan Feminist Institutionalism

	Ketua Tim
	Ketua Tim: Silvana M. Hasan, S.Pd
NIDN/NIDK/NUPTK: 0908048504 
Program Studi/Fakultas: Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

	Anggota Tim
	1. Suaib Napir, S.Ip, M.Si

	Mahasiswa yang terlibat (jika ada)
	1. Moh. Haikal Nani
2. Siti Nazlia Khairati

	Kelompok Riset (jika sudah terbentuk)
	-

	Lama Pelaksanaan
	6 bulan

	Dana yang Diusulkan
	Rp 1.500.000


B. KESESUAIAN DENGAN RENSTRA PENELITIAN DAN PkM
Bagian ini dibuat singkat agar setiap proposal dapat langsung dipetakan pada arah penelitian Universitas Gorontalo.
	Bidang/Rumpun Unggulan
	☐ Pertanian & Pangan  ☐ Perikanan & Kelautan  ☐ Lingkungan
☐ Kesehatan  ☐ Pendidikan
☐ Ekonomi & UMKM  ☐ Pariwisata  ☐  Teknologi & Digitalisasi    Sosial Budaya  ☐ Pembangunan Desa  ☐  Lainnya: ........

	Tema
	Budaya politik

	Subtema
	Politik perempuan

	Tahap dalam Roadmap
	 Identifikasi/Baseline  ☐ Eksploratif/Dasar  ☐ Terapan 
☐ Pengembangan
☐ Validasi  ☐ Proteksi HKI  ☐ Hilirisasi/Pemanfaatan  ☐  Dampak

	Keterkaitan dengan Potensi/Permasalahan Gorontalo
	Politik lokal Gorontalo sebagai ruang yang menarik untuk melihat bagaimana nilai-nilai budaya berinteraksi dengan institusi demokrasi modern. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan representasi perempuan dalam politik lokal.

	Keterkaitan dengan SDGs (jika relevan)
	SDG 5: Kesetaraan Gender (Gender Equality): Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dan anak perempuan

	Sifat Penelitian
	 Individual  ☐ Kelompok Riset  ☐ Lintas Prodi/Multidisiplin 
☐ Kolaborasi dengan Mitra


C. RINGKASAN
Tuliskan masalah, tujuan, metode, luaran utama, serta kontribusi penelitian terhadap roadmap. Maksimal 300 kata.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara budaya politik Gorontalo dan representasi gender dalam politik lokal melalui perspektif Feminist Political Ecology dan Feminist Institutionalism. Kajian ini berangkat dari masih kuatnya pengaruh budaya adat, nilai patriarki, dan institusi informal dalam membentuk akses, partisipasi, serta legitimasi kepemimpinan perempuan di ruang politik lokal Gorontalo. Meskipun kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan telah diterapkan dalam sistem politik Indonesia, representasi perempuan di tingkat lokal masih menghadapi berbagai hambatan kultural, struktural, dan institusional yang memengaruhi kualitas partisipasi politik perempuan secara substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) melalui penelusuran, seleksi, dan sintesis kritis terhadap artikel ilmiah terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi SINTA, buku akademik, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam kurun waktu 2020–2026. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan thematic literature review untuk mengidentifikasi tema-tema utama mengenai budaya politik, institusi adat, relasi kekuasaan, dan representasi gender dalam politik lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya politik Gorontalo memiliki peran ganda sebagai modal sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat sekaligus sebagai institusi informal yang mereproduksi relasi patriarki dalam proses rekrutmen politik dan pengambilan keputusan. Penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual mengenai interaksi budaya adat, institusi politik, dan representasi perempuan sebagai dasar pengembangan model demokrasi lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di Gorontalo.
Kata Kunci: budaya politik Gorontalo, representasi gender, politik lokal, Feminist Political Ecology, Feminist Institutionalism
D. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN
Jelaskan secara ringkas: masalah yang diteliti, kondisi/temuan sebelumnya, alasan pentingnya penelitian, serta kaitannya dengan potensi atau kebutuhan daerah dan/atau bidang keilmuan. Maksimal 2 halaman.

Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakter budaya lokal yang kuat dan memiliki hubungan erat antara adat, agama, identitas sosial, dan kehidupan politik. Identitas kebudayaan Gorontalo antara lain tercermin dalam filosofi Adati Hula-Hulaa to Saraa, Saraa Hula-Hulaa to Qur'ani, yang menempatkan adat dan nilai keagamaan dalam suatu hubungan yang saling berkaitan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber nilai, norma, legitimasi, dan mekanisme sosial yang memengaruhi hubungan antarkelompok serta perilaku masyarakat. Kondisi tersebut menjadikan politik lokal Gorontalo sebagai ruang yang menarik untuk melihat bagaimana nilai-nilai budaya berinteraksi dengan institusi demokrasi modern.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan representasi perempuan dalam politik lokal. Secara normatif, perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses politik, mencalonkan diri dalam pemilihan, menduduki jabatan politik, serta terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, dan Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik ((Annisa Akmaliyah et al., 2022; Vasandani et al., 2022). Namun, peningkatan akses formal tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan representasi substantif. Kehadiran perempuan dalam lembaga politik belum secara otomatis menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya politik, jaringan kekuasaan, agenda kebijakan, dan proses pengambilan keputusan (Fauziah et al., 2023; Sulastri Rini, 2020)
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa representasi gender perlu dipahami lebih luas daripada sekadar jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik. Representasi deskriptif berkaitan dengan keberadaan perempuan sebagai aktor politik, sedangkan representasi substantif berkaitan dengan sejauh mana kepentingan dan pengalaman perempuan memperoleh ruang dalam proses pembuatan kebijakan (Soetjipto, 2023). Selain itu, terdapat dimensi representasi simbolik yang berkaitan dengan bagaimana kehadiran perempuan dipersepsikan dan memperoleh legitimasi dalam masyarakat. Ketiga dimensi tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai posisi perempuan dalam politik lokal.
Dalam konteks politik lokal Gorontalo, persoalan representasi perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan budaya yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan. Norma mengenai peran domestik, persepsi tentang kepemimpinan, pembagian otoritas dalam keluarga dan masyarakat, serta jaringan sosial-politik dapat memengaruhi peluang perempuan untuk memasuki dan mempertahankan posisi dalam arena politik. Ketika kepemimpinan politik dipersepsikan sebagai ruang yang lebih sesuai dengan karakter maskulin, perempuan harus menghadapi proses legitimasi yang lebih kompleks: mereka tidak hanya dituntut memiliki kompetensi politik, tetapi juga harus bernegosiasi dengan ekspektasi sosial mengenai bagaimana seorang perempuan seharusnya bertindak dan tampil di ruang publik (White et al., 2024).
Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara institusi formal dan institusi informal. Institusi formal memberikan kerangka hukum yang relatif menjamin kesetaraan politik, sedangkan institusi informal berupa norma adat, kebiasaan sosial, patronase, jaringan keluarga, dan konstruksi gender dapat menentukan bagaimana aturan formal tersebut diterapkan dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, keberadaan kebijakan afirmasi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat kebijakan tersebut diimplementasikan: norma formal dapat membuka pintu bagi partisipasi perempuan, tetapi norma informal dapat menentukan seberapa jauh perempuan mampu menggunakan peluang tersebut (Gatto & Wylie, 2022)
Perspektif Feminist Institutionalism relevan digunakan untuk memahami kondisi tersebut. Pendekatan ini melihat institusi bukan sebagai struktur yang netral gender, melainkan sebagai arena yang dapat mengandung aturan, norma, dan praktik yang menguntungkan kelompok tertentu (Grahn, 2024). Institusi politik formal seperti partai politik, parlemen, mekanisme pemilu, dan pemerintahan daerah berinteraksi dengan institusi informal yang terdiri atas norma sosial, relasi patronase, praktik kekeluargaan, dan konstruksi mengenai maskulinitas serta femininitas. Interaksi tersebut dapat menciptakan peluang sekaligus hambatan bagi perempuan dalam memperoleh representasi politik.
Dalam perspektif tersebut, budaya lokal tidak seharusnya ditempatkan secara sederhana sebagai penyebab rendahnya representasi perempuan, karena budaya merupakan arena yang bersifat dinamis dan dapat dinegosiasikan oleh berbagai aktor. Nilai adat tertentu dapat digunakan untuk memperkuat solidaritas dan legitimasi perempuan, tetapi nilai yang sama juga dapat ditafsirkan secara berbeda sehingga mempertahankan pembagian peran berbasis gender. Oleh karena itu, hubungan antara budaya dan gender perlu dianalisis secara kritis dengan memperhatikan proses interpretasi, negosiasi, dan reproduksi kekuasaan yang berlangsung di dalam masyarakat.
Kajian mengenai politik lokal Gorontalo telah berkembang dalam berbagai perspektif. Sejumlah penelitian membahas hubungan antara elite lokal, budaya, identitas, dan kekuasaan dalam proses politik daerah, sementara penelitian lain membahas keterwakilan perempuan, politik identitas, kapasitas perempuan dalam lembaga legislatif, serta berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam proses politik. Literatur tersebut memberikan dasar penting untuk memahami dinamika politik Gorontalo, namun literatur yang menghubungkan budaya politik Gorontalo dengan representasi gender secara integratif masih relatif terbatas.
Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap pada dua tingkat. Pertama, sebagian kajian mengenai budaya politik Gorontalo cenderung menempatkan budaya sebagai konteks sosial-politik tanpa secara khusus menganalisis implikasinya terhadap relasi gender. Kedua, kajian mengenai perempuan dalam politik lokal cenderung menitikberatkan pada persoalan kuota, partisipasi, representasi legislatif, atau hambatan politik tanpa mengintegrasikan budaya politik lokal sebagai institusi informal yang ikut membentuk proses tersebut. Akibatnya, hubungan antara budaya, institusi, kekuasaan, dan gender belum sepenuhnya terjelaskan dalam satu kerangka analitis.
Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui studi pustaka yang mengintegrasikan literatur mengenai budaya politik lokal Gorontalo, politik gender, institusi informal, dan demokrasi lokal. Penggunaan studi pustaka memungkinkan penelitian melakukan sintesis terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, dan kesenjangan konseptual dalam literatur yang tersedia. Pemilihan metode ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk mempertemukan literatur lokal—yang memberikan konteks empiris mengenai adat, politik lokal, dan relasi sosial—dengan literatur internasional yang memberikan kerangka konseptual mengenai representasi gender, institusi informal, Feminist Institutionalism, dan Feminist Political Ecology.
Penelitian ini memandang bahwa representasi gender dalam politik lokal merupakan hasil interaksi antara institusi formal dan informal. Institusi formal menyediakan aturan mengenai hak politik dan kesempatan partisipasi, sementara institusi informal memengaruhi bagaimana aturan tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Budaya politik Gorontalo, dalam kerangka tersebut, dipahami sebagai arena yang dapat memfasilitasi maupun membatasi representasi perempuan bergantung pada bagaimana nilai budaya diinterpretasikan dan digunakan dalam relasi kekuasaan. Kajian ini juga menempatkan politik lokal sebagai ruang transformasi budaya: demokratisasi tidak hanya membawa perubahan kelembagaan, tetapi juga membuka peluang bagi reinterpretasi terhadap norma sosial yang sebelumnya dianggap tetap, sehingga hubungan antara budaya dan gender bersifat dinamis dan dua arah.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana nilai dan institusi budaya lokal berinteraksi dengan struktur politik formal dalam membentuk peluang dan hambatan bagi representasi perempuan. Melalui perspektif Feminist Institutionalism dan Feminist Political Ecology, penelitian diharapkan mampu memberikan penjelasan konseptual mengenai hubungan antara budaya, kekuasaan, institusi, dan gender dalam konteks politik lokal Gorontalo. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Ilmu Pemerintahan dan politik lokal dengan memasukkan perspektif gender dalam analisis budaya politik daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, partai politik, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, dan lembaga adat dalam mengembangkan lingkungan politik yang memberikan kesempatan lebih setara bagi perempuan.
E. POSISI PENELITIAN DALAM ROADMAP
Tidak perlu membuat roadmap panjang. Cukup tunjukkan penelitian ini berada di tahap mana, berasal dari penelitian apa, dan akan dilanjutkan ke arah apa.
	Penelitian/temuan sebelumnya yang menjadi dasar
	Sebagian penelitian berfokus pada institusi formal seperti kuota, pemilu, partai politik, dan regulasi. Sementara itu, institusi informal berupa adat, norma sosial, jaringan keluarga, patronase, dan konstruksi kepemimpinan gender belum cukup diintegrasikan dalam satu analisis.

	Posisi penelitian tahun ini
	Penelitian ini menempatkan diri pada persilangan tiga bidang kajian, yaitu politik lokal, institusi gender, dan budaya politik. Posisi penelitian bukan untuk menguji apakah budaya Gorontalo “menghambat” atau “mendukung” perempuan secara sederhana, melainkan untuk menganalisis mekanisme melalui mana budaya dan institusi memengaruhi representasi gender.


	Rencana pengembangan berikutnya
	Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan penelitian empiris—baik melalui studi kasus, wawancara mendalam dengan kandidat dan pemimpin perempuan, maupun analisis dokumen partai—guna menguji dan memperkaya model konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk membandingkan pengalaman representasi perempuan antarkabupaten/kota di Gorontalo, mengingat variasi kekuatan institusi adat dapat berbeda antarwilayah, serta untuk mengeksplorasi lebih jauh peran generasi muda perempuan dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong transformasi budaya politik lokal.


	Kontribusi terhadap bidang/tema/kelompok riset
	Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, politik lokal, dan studi gender. 
Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai politik lokal, budaya politik, kepemimpinan perempuan, politik adat, serta transformasi institusi informal. Hasil sintesis literatur juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian empiris pada tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi di Gorontalo.
Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat memberikan perspektif mengenai pentingnya memperhatikan faktor budaya dan institusi informal dalam pengembangan kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan. Bagi partai politik, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai mekanisme rekrutmen dan pengembangan kader perempuan. Bagi organisasi masyarakat dan lembaga adat, penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi mengenai bagaimana nilai budaya dapat dikembangkan sebagai sumber inklusi sosial dan politik.


F. TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
1. menganalisis karakteristik budaya politik Gorontalo yang berkaitan dengan relasi kekuasaan dan gender dalam politik lokal;
2. mengidentifikasi bentuk institusi formal dan informal yang memengaruhi peluang serta hambatan representasi perempuan;
3. menganalisis hubungan antara budaya, institusi, dan representasi gender melalui perspektif Feminist Institutionalism dan Feminist Political Ecology; dan
4. menghasilkan sintesis konseptual yang dapat memperkaya kajian mengenai gender dan politik lokal di Indonesia, khususnya dalam konteks Gorontalo.
2. Manfaat
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, politik lokal, dan studi gender. Penelitian ini memperluas pemahaman mengenai budaya politik dengan memasukkan dimensi gender sebagai bagian integral dari analisis relasi kekuasaan. Selain itu, integrasi Feminist Institutionalism dan Feminist Political Ecology diharapkan dapat menghasilkan perspektif analitis yang mampu menjelaskan hubungan antara institusi formal, institusi informal, budaya, ruang politik, dan representasi perempuan.
Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai politik lokal, budaya politik, kepemimpinan perempuan, politik adat, serta transformasi institusi informal. Hasil sintesis literatur juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian empiris pada tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi di Gorontalo.
Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat memberikan perspektif mengenai pentingnya memperhatikan faktor budaya dan institusi informal dalam pengembangan kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan. Bagi partai politik, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai mekanisme rekrutmen dan pengembangan kader perempuan. Bagi organisasi masyarakat dan lembaga adat, penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi mengenai bagaimana nilai budaya dapat dikembangkan sebagai sumber inklusi sosial dan politik.
G. METODE PENELITIAN
Jelaskan secara sederhana dan sesuai karakter penelitian: desain/pendekatan, subjek/objek atau sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Maksimal 2 halaman.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai budaya politik Gorontalo, representasi gender, politik lokal, institusi informal, serta relasi antara budaya dan kekuasaan. Studi pustaka dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi pola, perbedaan temuan, kesenjangan penelitian, dan perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan representasi perempuan dalam politik lokal.
Sumber data penelitian berasal dari artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020–2026, dengan prioritas pada jurnal yang terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi SINTA. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema budaya politik, politik lokal, representasi perempuan, kepemimpinan politik perempuan, institusi formal dan informal, patriarki, Feminist Institutionalism, dan Feminist Political Ecology. Selain artikel jurnal, penelitian menggunakan sejumlah buku akademik dan dokumen resmi yang relevan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat konteks teoritis dan kebijakan.
Data dianalisis menggunakan analisis tematik (thematic analysis). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membaca dan memahami literatur terpilih, mengidentifikasi konsep dan temuan yang relevan, mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama, membandingkan hasil penelitian antarsumber, dan melakukan sintesis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Tema utama yang dikembangkan meliputi budaya politik lokal, institusi adat dan informal, patriarki dan relasi kekuasaan, representasi perempuan, kepemimpinan politik perempuan, serta hubungan antara budaya dan transformasi politik lokal.
Analisis selanjutnya dilakukan dengan menggunakan perspektif Feminist Institutionalism dan Feminist Political Ecology. Perspektif Feminist Institutionalism digunakan untuk memahami bagaimana institusi formal dan informal membentuk peluang dan hambatan bagi perempuan dalam politik. Institusi formal mencakup regulasi pemilu, kebijakan afirmasi, partai politik, dan mekanisme kelembagaan, sedangkan institusi informal mencakup norma sosial, adat, patronase, jaringan keluarga, serta konstruksi gender. Sementara itu, perspektif Feminist Political Ecology digunakan untuk memahami politik lokal sebagai ruang sosial yang dibentuk oleh relasi kekuasaan, gender, budaya, identitas, dan akses terhadap sumber daya sosial-politik.
Untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian, dilakukan perbandingan antara berbagai sumber literatur, terutama antara penelitian internasional, penelitian nasional, dan penelitian yang secara khusus membahas Gorontalo. Peneliti juga mempertimbangkan temuan yang mendukung maupun yang berbeda dengan argumentasi penelitian agar sintesis yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada literatur yang memiliki kesimpulan serupa. Informasi bibliografis dan status publikasi sumber utama diperiksa sebelum digunakan dalam analisis.
Melalui metode tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan sintesis kritis mengenai bagaimana budaya politik Gorontalo berinteraksi dengan institusi formal dan informal dalam membentuk representasi gender dalam politik lokal. Studi ini juga berupaya mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan budaya lokal berfungsi tidak hanya sebagai sumber legitimasi sosial, tetapi juga sebagai arena negosiasi dan transformasi relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik lokal.
H. TARGET LUARAN DAN ARAH PEMANFAATAN
Pilih hanya luaran yang realistis. Tidak semua penelitian wajib menghasilkan paten atau prototipe.
	Jenis Luaran
	Target
	Status yang Ditargetkan
	Keterangan

	Publikasi ilmiah
	
	 Draft  Submitted 
 Accepted/Published
	................................

	HKI/Hak Cipta
	☐
	☐ Draft ☐ Diajukan 
☐ Terdaftar/Granted
	................................

	Paten/Paten Sederhana
	☐
	☐ Potensi ☐ Diajukan ☐ Granted
	................................

	Model/Metode/Formula/Desain
	☐
	☐ Awal ☐ Tervalidasi
	................................

	Prototipe/Aplikasi/Produk/Teknologi
	☐
	☐ Awal ☐ Uji/Validasi ☐ Siap dimanfaatkan
	................................

	Dataset/Peta/Baseline
	☐
	☐ Tersusun ☐Tervalidasi
	................................

	Rekomendasi/Policy Brief
	☐
	☐ Draft ☐ Disampaikan ke pengguna
	................................

	Luaran lainnya
	☐
	................................
	................................


Calon pengguna/penerima manfaat hasil penelitian (jika ada): ................................................................................................................
Potensi tindak lanjut hasil: ☐ Penelitian lanjutan  ☐ PkM/KKP  ☐ Mitra pengguna  ☐ Hilirisasi  ☐ Pembelajaran  ☐ Lainnya: ............
I. KOLABORASI DAN KETERLIBATAN
	Lintas program studi/disiplin (jika ada)
	

	Mitra penelitian/pengguna (jika ada)
	[bookmark: _GoBack]Lembaga adat, lembaga perempuan
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